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PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup pada instansi pusat dan
instansi daerah, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai
penyuluh lingkungan hidup yang berpedoman pada
formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai
instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup menyusun pedoman kebutuhan
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

1.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan

Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 496);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 529);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
756);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan  Lingkungan  Hidup adalah  proses
pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat,
kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka
peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan
hidup.

2. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau
melaksanakan Penyuluhan Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat, kelompok
masyarakat, pelaku usaha dan kelompok usaha dalam rangka
peningkatan pemberdayaan masyarakat.

4. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup adalah jumlah dan jenjang jabatan Penyuluh Lingkungan
Hidup yang diperlukan oleh suatu unit kerja penyuluhan
lingkungan hidup untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan
secara secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut

struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta
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persyaratan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang
ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap instansi
pemerintah.

6. Volume Kegiatan adalah volume masing-masing kegiatan
yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lingkungan Hidup dalam 1
(satu) tahun.

7. Waktu Penyelesaian Volume adalah waktu penyelesaian
volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh
Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.

8. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan adalah waktu yang
dibutuhkan oleh  Penyuluh Lingkungan  Hidup untuk
menyelesaikan setiap butir kegiatan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

12. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup;
b. penentuan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup; dan

c. pembinaan dan evaluasi Formasi Jabatan Fungsional
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Penyuluh Lingkungan Hidup.

BAB II
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup dilakukan pada tingkat:
a. pusat; dan
b. daerah.
Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup.
Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli pertama;
b. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli muda; dan
c. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 4

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 digunakan sebagai dasar:

a. pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
dan

b. Pola Karier Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup.

Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan

Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;
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(3)

(1)

(2)

(3)

C. penyesuaian (inpassing); atau

d. promosi.

Pola Karier Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain
yang setara dilakukan melalui mutasi;

b. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain
yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi; dan

c. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain
yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini,
melalui promosi atau mekanisme pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup; dan/atau

d. penataan personil lingkup unit organisasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional

Penyuluh Lingkungan Hidup

Pasal 5
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilakukan oleh wunit organisasi pengguna Jabatan
Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan:
a. inventarisasi kegiatan;
b. penghitungan Volume Kegiatan; dan
c. pemetaan jabatan.
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setiap S (lima) tahun sekali atau sesuai
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dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6
Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi inventarisasi terhadap:
a. unsur;
b. sub unsur; dan
c. butir kegiatan,
dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup.
Inventarisasi kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan:
a. tugas pokok unit organisasi;
b. rencana strategis;
c. rencana kerja; dan
d. kebutuhan unit organisasi.
Inventarisasi kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 7
Hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sebagai dasar penghitungan Volume
Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan

Hidup dalam 1 (satu) tahun.

Hasil penghitungan Volume Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penghitungan
Waktu Penyelesaian Volume pada seluruh kegiatan
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dalam
1 (satu) tahun.

Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Waktu
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(4)

(1)

(2)

(3)

Penyelesaian Butir Kegiatan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina.

Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB III
PENENTUAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Penentuan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh

Lingkungan Hidup

Pasal 8

Berdasarkan hasil penghitungan Waktu Penyelesaian
Volume pada seluruh kegiatan Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 pimpinan unit organisasi memperoleh
jumlah  kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
Penghitungan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan untuk:

a. nilai setelah koma kurang dari 50 (lima puluh),

maka nilai sebelum koma tetap; atau

b. nilai setelah koma lebih besar atau sama dengan
nilai 50 (lima puluh), maka nilai sebelum koma
ditambahkan 1 (satu) angka nilai.

Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun dengan menggunakan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Hasil penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan
Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam
Peta Jabatan.

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk mengetahui kedudukan dalam
organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah
kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup.

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penetapan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup

Pasal 10

Hasil penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan

Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang jabatan

yang dituangkan dalam Peta Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk tingkat pusat; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk tingkat
daerah.

Berdasarkan hasil penetapan penghitungan jumlah

kebutuhan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. tingkat pusat, Sekretaris Jenderal mengajukan
permohonan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur sipil negara; dan

b. tingkat daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian

daerah mengajukan permohonan kepada Instansi
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-10-

Pembina,
untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
(3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan Peta
Jabatan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a kepada sekretaris jenderal

Kementerian.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil penetapan penghitungan jumlah
kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan
permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur dengan ditembuskan kepada
Instansi Pembina.

(2) Permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampirkan dengan pertimbangan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12
Berdasarkan permohonan penetapan Formasi Jabatan
Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
menetapkan  Formasi Jabatan  Fungsional Penyuluh

Lingkungan Hidup.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13
(1) Monitoring dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan

Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dilaksanakan
oleh:
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a. Menteri, untuk tingkat pusat; dan

b. pimpinan unit kerja di daerah yang membidangi
Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk tingkat
daerah.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan
permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Lingkungan Hidup; dan

b. instrumen penyusunan kebutuhan Formasi Jabatan
Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

(4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan monitoring dan
evaluasi pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a kepada sekretaris jenderal

Kementerian.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Lingkungan Hidup dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT INVESTIGASI KEGIATAN

No. | Penanggung Jawab Unit Organisasi Rincian Kegiatan Target Output
1. Pimpinan Unit Organisasi
2
Dst.
2. [Kepala Seksi I X
2
Dst.
3. Kepala Seksi II 1.
2
Dst.
Dst
Keterangan:

Hasil inventarisasi butir kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan

Hidup disusun sesuai dengan kedudukannya dalam unit organisasi dengan

memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

A. Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume (Wpv)

Wpv = Wpk x V
Keterangan:
Wpv =  waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam
1 (satu) tahun
Wpk =  waktu penyelesaian butir kegiatan
A" =  volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

B. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

Penentuan jumlah formasi unit organisasi merupakan penjumlahan
kebutuhan formasi Penyuluh Lingkungan Hidup per jenjang jabatan:

LWpv
Formasi el e
1.250

Keterangan:

Formasi = jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup masing-masing
jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan
seluruh kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup di unit
organisasi.

YWpv = jumlah Waktu Penyelesaian Volume (Wpv) pada seluruh
kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang
jabatan.

1.250 =  standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

www.peraturan.go.id
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Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional

Unit kerja yang akan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh

Lingkungan Hidup untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu

menghitung jumlah waktu penyelesaian semua kegiatan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk masing jenjang, sebagai berikut:

No Jenjang Kualifikasi Jabatan Jumlah Waktu Penyelesaian
Fungsional Penyuluh (Jam/Tahun)
Lingkungan Hidup
Ahli Pertama 12.856,54
Ahli Muda 9.362,50
Ahli Madya 5.625

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada unit kerja di atas,
diperoleh kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

sebagai berikut:

a. Ahli Pertama = % = 10,29 dibulatkan menjadi 10 orang

b. Ahli Muda = 9;:::,050 = 7,49 dibulatkan menjadi 7 orang

_ 5.625 _ " .
c. Ahli Madya = —== 4,50 dibulatkan menjadi 5 orang

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

www.peraturan.go.id



-16-

2021, No.979

yedepm 1suayod
uep sIs|eue yedenm 1suajod
00'6 PN MYy | isey uesodwy | wep sisipeuvdua iy |
mep ueyejofuad yedenm
00'6 vuIead nNuy | 1seH uesodw] | 1susiod eiep yepoduap |
yedejm yedepim 1suajod
006 BlIBLIDd Uy | 1suajod e | mep  ueymndwnSuop |
dnpiy
yelepm 1suaod yedepm 1suajod urdunydur]
vep  1seyynuap | mep 1S e Y1uap! wep ueynmniuag
00°01 epnp nuy uawmnnsu] | vawmnnsu] unsnifuapy | uemnduwmiuay |- uedeisiag |y
6 8 L 9 S ¥ € < 1
(G1dm) NVLYIDEN
ad
?ﬁwﬁmﬂwﬂw NAHVL (LVS) 1 SO NVIVIOE | msvi NvaLvs NVIVIDEN 1IN ¥NSNN A0S ¥nSNn |oN
NVIVIOEN "TOA| NVIVSATIANEd | VNVSHVIAEd
NIV ALYV

dNAIH NVONMIONIT HNTNANEd TVNOISONNI NVLVEVE ISVINIO4 NVONNLIHONAd LVINIOJ

dNATH NVONNMONIT HN'TNAND TYNOISONNA NVLVAV NVHNALNGIN NVNNSNANGd NVINOAQdd
ONV.INIL

IT0C NNHVL 91 d0OWON

VISEANOONI A1 Nddd NVNVLOAHEN NVA dNATH NVONMIONIT RIGLNIWN NVANLVIHd

I NVAIdINY'T

www.peraturan.go.id



2021, No.979

-17-

vfepng
00°SZ edpep Uy yeyseN [ 1uag yeyseN | ‘¢
doyq ‘syyead
oju ‘asqam
‘aaa/aca Al
00°S BpnN Yy [ ‘oped YEXSEN Auonpiy | ¢
1sewsojur veded
‘1\pjooq  ‘aasod
00°01 vlielad Myy | 1\8pes]  nsoig ded | 1
Pmuaq WeEp MHIN
Jldn/aLdn/sulaoy |e
D yeqdun
eped dnpry uedunydury dnpiy
usynmiuad eliay uedunydun]
BUBOUI  uep wetdoxd usyniniuad
uaewt usydeiiuaw Haew usynmnAiuag
uep unsniuap ueunsnfuad | | ueeuesyePd | 9
00°01 eApU UV anpeyy
uefunyiury dnpiy
00°01 epnp Nyy ynniuayg | vedurydury ynniuag
ueunye], | veunye], eliay
00°01 vwenad Muy | efiay  euwousy | vuwouay  unsniuap |'q dnpry
uedunydury
00°01 edpep Nyy ynmsuag
dnpiH ueunye],
00°01 epny Uy urdunydur] dnpiy el1ay
yninduag | uedumjdury ynniuag BUBDUIY
00°01 BB 1YY swrifalg | ewesdorqy unsnfuop |'e ueunsniuad |z
6 8 L 9 S 14 € < 1
B1dm) NVLVIOEN
ad
y.ﬁwﬁﬂﬁw NAHVL (ALYS) 1 AN NVLVIOIN | -nsvi NvaLvs NVLVIOEN ¥1IN€ ¥NSNN EnS ¥NSNN |ON
ALIVAM NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd

NIAVMA

www.peraturan.go.id



-18-

2021, No.979

ue yedowad
1SE)NSUoY
‘1SEsI[BISOS
‘uezawred
‘afued wey
‘eues duefue
‘uedunluny
00'S vweLag nyy ueiodw] uedueioiad (e
repeday ‘Funsiue
1seyumnwoy | ‘1
‘ered uedusp uening
dnpiy ueFunydun UBNIESBpPIaq
ueejojaduad dnpiy
uep uedunpuraad ued unydur)
IsewIojul ueynniuad
uesenjreqaliuad apojw
ueNnyePN uedesauad |'z
edepng
00°SZ vApep My yeyseN | fusg YeyseN | '€
Foyq ‘syesd
ojur ‘ausqam
‘aaa/ana ‘AL
00'S Bpn MYy | ‘oped yeyseN AuonyaNg | ‘¢
1sewsojur veded
‘Jajooq  ‘aaysod
00°01 vledad Nuy | ‘eyges  ‘msoug sean | 1
muaq
Juerep ‘leuosen |
6 8 L 9 S 14 € < 1
(Grdw) NVLYIOEN
ad
?.ﬁwﬁwﬂm\w_ NAHVL (ALYS) 1 AN NVLVIOIN | -nsvi NvaLvs NVLVIOEN ¥1IN€ ¥NSNN EnS ¥NSNN |ON
NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd
NLAVM ALNVA

www.peraturan.go.id



2021, No.979

-19-

00°S

BWELAG UV

aasod
uvduesewad
ustode]

amsod
ueduesewiad | "®

20U213JU003])
‘oapIA neje
wiy  uwremuwad

‘IS1A9M
uBp OIpEl UBIBIS
‘vlepnq uag

anjePw
‘Aunsfue]

yepn sejyumuwoy | g

00°S

epn Yy

Jnedaiuy

doep  ‘yeresew
ueyesswad
1ISEIMSUoy

‘IS ES1[BISOS
‘uraowed
‘afuedwey

‘Bues Jue (ue
‘uedunfiuny
uelodey

yodwojay ‘(g

ye|esew

6

(ad ) AWNNTOA
NVIVSATAANAd
ALIVM

8

NNHVYL (NLYS) |
NV.LVIOEN "T0A

L

(31dp) NVLVIOEN
yILNg
NVIVSTTIANTD
NIMVM

9

NVIVIOIN
VNVSAVTAd

S

TSVH NVLYS

NV.LVIOEN d1LN™

AFNSNN 9NS

ANSNN

ON

www.peraturan.go.id



-20-

2021, No.979

(repow
urnsnduag
‘tesodoad
sodw oy ueunsnduad)
ey nIag ipany yodwojay
00°0¢ eApep Nyy peye ‘uelode] | eyesn umenduad | ‘Z
yoduwopy (jodwoay
LB UIREES umnuaquiad)
‘Nodwopy uredequiaay
00°S1 UPnp Ny sel e usjenguag | ‘|
mesw ey eredsew
uedudwepuay
umBlday  uBnEpRR |
ueynfumuaad viepnq 1uas
00'S eApel nuy ueiode] ueynfuniaad | -F
wy verenwad wyy
00's elpep Nuy uetode uereynwad | )
apis urienuwad PpIs
00'S BpOW MUY uriod e usrenuwad | -2
uedueie] 15143121
00'S eApew MUy nsey uviode uedueiel | 'p
ueserfuad
00's epnp Nyy uesode] opes uetws | o
RRa L
usseneqaiuad | ‘ansolq uesen|
00°S BuwIBlag 1Yy uslode] Jeqaduad | °q
6 8 L 9 S 14 € < 1
d
rﬁ_ﬁw,—__‘mﬂ‘rﬂw NAHVL (NLYS) 1 X kcmn_g%%w_owz NVLYIOM TSYH NVNLVYS NV.LVIDEN d1LLN™ ANSNN 9NS ANSNN ON
NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd
NLAVM ALNVA

www.peraturan.go.id



2021, No.979

21-

fmp | dnpry wedunydury
‘ruwyedpes/ wipp ueelojaduad
Funduey) uerdreyduad
uvedeyiuad Jiseqyruas
00°¢1 epny Nyy [rexqyiuag uByajaiad | 'S
yodwopy ueIeses
00°0€ vApe Nuy eiues ueipuewiay | ‘t
(Furpueq
Apnys ‘s1uya uBIeses
uvduiquiq | was seusedey
‘ued uedewad ueyeydurduad
‘duede] uarew
00°S1 eApEW MUY [ yejoxes) ueiode] | ueyedwelusy (q
(Furpueq
Apnas ‘st
ueduiquuqg seysedey
‘ueduedewsad | veleyduuad U
‘Auede] | veredduapliuad
00°01 UPN MUY | yejodes) ueiode] umjdwmduay (v
(Furpueq
Apnas ‘st
ueduiquirg (@urpueq fprus
‘ueduefewsad | ‘smuyan weduiquiqg
‘uedundur ‘uefuedewad
Japey ‘Auede|
‘Guede] yejoyes) Y ¥]0¥as) UBRIESES
TeNURIes Was seisedey
‘uetode] umjeyduiuag | ¢
6 8 L 9 S 4 € < 1
mm_ﬁwﬁwﬁw NAHVL (ALYS) 1 .v_aémqmww_omz NVLVIOIN | -nsvi NvaLvs NVIVIDEN 1IN ¥NSNN 8nS anNSNN [N
ALIVAM NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd

NIAVMA

www.peraturan.go.id



-292-

2021, No.979

ISRUTPIOOY
/ismimsuoy
00°S nueRd Myy uritod e moy /usednqey | g
ISRUIPI0OY
/1seinsuoy
00°S epn Ty uetode] aldn/ 1suroid | b
ISEUIPIOOY
J1sejnsuoy MYH1
00'S epn Nyy uniode] [ usuausway 1dn | €
1SEUIPIOOY
[/1seynsuoy
L9'6 eApEW Uy uelode] euoiseN | ¢
ISBUIPIOOY
[J1seimsuoy
00°01 edpew Nyy ueioder] reuotseuaayug | ‘1
eyaun
eped ‘edequa] ueduap
dnpiy ueFunyduy dnpiy
usynniuad ued unydur]
1ISEINSU0Y usynniuad
ueeidoy  ueynyePp | 1Iseynsuoy | ¢
oy
ISeIpaw ‘s
yeesew) urigses
yepesew | yodwojay yeesew
ueresaaiuad ustesajafuad
00°0€ edpe 1yy uetodw] seysey | 9
6 8 L 9 S v € < 1
d
rﬁ_ﬁwﬂmﬂ‘rﬂw NOHVL (ALYS) 1 X kcmn_.nﬁw_owz NV.LYIO®mI TSYH NVNLYS NV.LVIOEN d1LN™ AFNSNN 9NS ANSNN ON
NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd
NLAVM ALIVA

www.peraturan.go.id



2021, No.979

-23-

ISBUIPI0OY
[1sensuoy
00°01 edpew Nyy ueioder] reuotseuaayug | ‘1
;yexdun eped
weyeredsey edepems
Biequal uwduap
dnpiy ueFunydur
usynniuad
IsENsuoy ueynyepw [
1SRUTPIOOY
/1seimsuoy
00'S BlIEIRg Yy uestode] oy fusredngey | +
1SRUTPIOOY
Jiseamsuoy | QLdn/MHT usway
00'S epnp Nuy ueiode] Idn / 1sulaoid | g
ISEUIPI0OY
J1seynsuoy
00'¢ edpep Uy uetode] [euoiseN | ‘2
ISBUIPIOOY
[/1sejnsuoy
00°01 eipew Ny uezodey [euotseuiauy | -1
eydun eped eysems
vdequa] ueduap
dnpiy ueSunydur
usynniuad
s nsuoy ueynyepPw [q
6 8 L 9 S 14 € < 1
B1dm) NVLVIOEN
ad
r&.ﬁwﬁw‘rﬂw NAHVL (ALYS) 1 AN NVLVIOIN | -nsvi NvaLvs NVLVIOEN ¥1IN€ ¥NSNN EnS ¥NSNN |ON
ALIVAM NVLVIOEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd

NIAVMA

www.peraturan.go.id



-24-

2021, No.979

dnpry uedunyaur]
usynniuad
URIESES UBBIINUIN

Isesejwap [q
now
00°SZ rwiRLIag MYy /SMd /ueiode] [ woy /usiednqey | b
NOW | AlLdn/MHT uaway
00°SZ epnw fyy /S3d [usiode] Jdn /[ 1suwoid | g
now
00°SZ epnp Nyy /S$Md fuetode] [euoiseN | g
now
00°SZ eApe MUy /$)d /ueaode] [puoiseuIau] | °T
{yeyduy yejuuawad dnpiy
vdequa] ueduap uedunydury
dnpiy ueFunyduy ueynniuag
ueynniuad ueIeses
URIVSES U8RI Tiay BRIy
IsejIsej L (e Isensey
_v.mc_wzccx
/1seimsuoy
00'S vweuag 14y ueiode] moy /usyednqey | v
1SBUIPIOOY
fiseinsuoy | ALdn/MH1 uaway
00'S epnp yy uetode] Jdn / 1sulaoig | ¢
ISBUIPI0OY
J1seImsuoy
00'S epnp Nuy ueiode] [euoisep | ‘¢
6 8 L 9 g t S z 1
(1dm) NVLYIOEN
ad
r&.ﬁwﬂmﬂ,ﬁw NAHVL (NLYS) 1 duLnd NVIVIOZN | yove NvaLvs NV.IVIDEN ¥1LNE ¥NSNN G0S ¥NSNn  [oN
NVLVIOEN “TIOA| NVIVSTTIANGd | VNVSMVIAd
ALIVM ALIVM

www.peraturan.go.id



2021, No.979

-25.-

now
00°SZ Bl ead 1Yy /$3d /uetode] | wmoy /usednqey |
NOW | ALAN/MHT uaway
00°'ST Bpnp MYy /S)d /ueiode] Jdn / 1sumoid | g
noW
00°SZ epnp Nyy /S¥d /ueiode] jeuoiseN | 'z
now
00°S2 edpel Yy /83d /uetode] [euoiseuuy | |
1 yeydun
eyeIBAsE |y BARpEMS
efequa| uefuap
dnpriy ueSunySur
ueynniuad
urlegses :m«w:_Es_
1S BYIIS B Wajy
now
00°52 vwelad yy /S$Nd /ueiode] w10y /usednqey | +
NOW | aldn/MH1 usway
00°ST UpnW MYy /S¥d /ueiode] Idn /1sulaoad | g
now
00°6Z epnp 1yy /S¥d /ueiode] JeuoisepN | ¢
now
00°S2 edpel Yy /8d /uetode] [euotsewaauy | |
aeqdun msems
efequa| uefuap
6 8 L 9 g v € z 1
(1dm) NVLYIODEN
ad
r&:ﬁwﬁﬁw\w_ NNHVL (NLVS) | duLng NVIVIOSN | povi NvALYS NV.LVIDEX d1LNE MNSNN 8nS ¥NSNN  [ON
ALIVM NV.IVIDEN "TOA| NVIVSTTIANGd | VNVSHVIAd

NNV

www.peraturan.go.id



-26-

2021, No.979

dnpiy

ueFursFury ueynmiuag
1seneasy Juuojuop
waystg fapojapy feliay
mpasold /ueeuedualad
Fuejual dnpry
ueFunyduyn veynmniuad
naeq ueyeligay
uevundwafuad
uryEea] unsniuapy

dnpiy

wed unaun]
ueynmiuad
ueyeliqay ue
rumdwaluag | 'z

00°sZ BuIeIag MYy 1S EP U WONY w0y / uarednqey | p
00°S¢ PN YV 1SEPUIWIONRY 1sulaod | 0
00°SZ edpe 11Uy 15 BP U3 LUON9Y [euoiday | °q
00°S¢ vApEN N4y ISEPURWIONR)Y [FuoIsEN | "B
aeydun eped dnpiy
ueduro{dur] veynmAiuag
1seneasy FuLIouop dnpiy
wasig fapolapy feliay ued unsydurn] dnard
INpasold/ueeueduaiag ueynmiuad NYONNNONIT
Fueuay dnpiy usdunyEur ueBIday NVHNTNANAd
usynniuad urvuesye(ad | uessuesyead NVD
ueyee(a) unsniuap ueunsniuag |1 NVEWAONA |'D
6 8 L 9 S % € Z 1
d
rﬁ_ﬁwﬁw‘ﬁw NAHVL (NLVS) 1 X Emﬂwmw_omx NVILVIOAN | yeve NvaLvs NVLVIDEN M1INE ¥NSNN EnS ¥NSNN |ON
NV.IVIOEN “IOA| NVIVSTTIANIEd | VNVSAVIAd
ALAVM ADIVA

www.peraturan.go.id



2021, No.979

-27-

00°SL

eipew nuv

1seA0U]
ueduequaiuag
uezodey

dnpiy uedunydury
ueynniuag Suepiy 1p
1seaoul ueyduequaduap

Juepig
1P ISBAOUL UBY

Juequoiuaw | ¢

00°ST

vweLad 4y

o3/ unednge)y
1®jdun dnpry
ueFunyFur
ueyn|niuad
ueefigay
ueewandwoaluad
ueyee(a
uawmyoq

»10) fuaredngey | o

00°ST

BPNN MUY

Aldn/MH1

ua oy

ldn / 1sunad
eydun dnpry
weFunyaun
ueynniuad
uexeiqay
ueewandwaluad
ueyeeal

uswmniodg

MHDI
IdN /aLdn/1suiaoid | °q

00°ST

eApe N4y

[euoiseu

ejdun dnpiy
ueFun{Fun
ueynniuad
ueselfigay
urewanduwafuad
ueyue|a
uawmyo(]

[euoiseN | e

6

(ad ) AWNTOA
NVIVSATAANAd
ALIVM

8

NNHVYL (NLYS) |
NV.LVIOEN "T0A

L

(3dy) NVLYIOEN
yiLNg
NVIVSZTIANG]
NIIVM

9

NVIVIOIN
VNVSAVTad

S

TNSVH NVALYS

v

NV.LVIDEN ¥11N€

AFNSNN 9NS

ANSNN

ON

www.peraturan.go.id



-28-

2021, No.979

VAVAANN LLIS

‘P

VISENOANI NITINdTA NVNV.LAHIN
NVA dNAITH NVONMIONIT IRIGLNIN

00'01 vipe Nuy
00°01 BB MYy urizodey ueiode] unsniuapy
00°S1 vApe Nuy
00°61 Bpnp uy dnpiy
ueFunydury dnpiy
00°S1 vwreuad Nyy Asuow ueiode] | Asuow ueeUESHE[IW weynniuag uefunsFury
Aduow ueB uesye|ad ueynmiuag
00°¢l PN Yy | Aouow uswnnsul | uawmasur unsniuapy isenjeay || iseneay [‘q
dnpiy
urFunydur]
ueynniuag
6 8 L 9 S t S z 1
(Grdp) NVLYIOEN
ad
r&.ﬁw,__gmﬂ,-_,m\w NOHVL (ALYS) 1 HuLOd NVIVIOEN | qisve NvALYS NVIVIDEN d1LNE ¥NSNN ANS ¥NSNN  |ON
NV.IVIOEN IOA| NVIVSTTIANGD | VNVSHVIAd
S NLIVAM

www.peraturan.go.id



0. 2021, No.979

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga:

Jabatan Prespinas Tingy
fratima
Nelas Jabotm
Adminestrater Admisstrabor Admisstrabor
Nelss |sbutan Kelzs |sdatan el jabatny

jabatae Furgsicaal B|F| R
Pemyulth Lingkangn Hidop A3k Madya
P eyulth Lingkargn Hoop A3k Wada

Peogawas
Reles bt

Jabatan Fragsiosad Ilr
P emyuich Ungkangn Héup Aak Pertara I

www.peraturan.go.id
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B. Pemerintah Daerah:

-30-

Kepata Dizas
Lta latatsr
I ]
Fopals Migasg Sepata Bdarg Mepata Midang
N |abaatan Yoo [skgan Yaias |ttt an
PP ooutas Lrgeagas sy At Madys
Prerondas Lrgrangn hag Al Nada
opaia Seicn
Koizs jtast e
[ [E—— Il =]
|rnymt-l-'dmlhu'm'm III I
Keterangan:
B ! Bezzeting
F : Formasi

KJ : Kelas Jabatan

Pelaksanaan kedudukan jabatan fungsional dalam Peta Jabatan setelah
dilakukan identifikasi tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
dengan struktur organisasi diatasnya dan ditetapkan kelas jabatan.

Bahwa penempatan pejabat fungsional disesuaikan dengan kelas jabatannya,

kelas jabatan yang lebih rendah berada di bawah kelas jabatan yang lebih

tinggi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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